KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA

MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi
kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karo dan masing-masing bidang yang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya
Standar Operasional Prosedur pada bagian Hukum Dan
Sumber Daya Manusia;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum Dan
Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karo.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Permohonan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 692);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 870;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 8 Tahun 2019

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



10.

11.

12,

13.

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemillhan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, terdiri

atas :

a. Lampiran I Standar Operasional Prosedur Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

b. Lampiran II Standar Operasional Prosedur Mekanisme
Pengusulan Satyalencana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

c. Lampiran III Standar Operasional Prosedur Mekanisme
Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

d. Lampiran IV Standar Operasional Prosedur Mekanisme
Penayangan Konten ke Website dan Media Sosial Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

e. Lampiran V Standar Operasional Prosedur Mekanisme
Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karo.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertujuan untuk :

a. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap
posisi dalam organisasi;

b. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari

pegawai terkait;



c. Melindungi organisasi unit kerja dan pegawai dari
kesalahan administrasi dan untuk menghindari kegagalan,
kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU digunakan untuk :

a. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin
dilakukakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi
secara keseluruhan;

c. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak
bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan
mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan
proses sehari - hari;

d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

e. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan
memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki
kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah
dilakukan;

f. Memastikan pelaksaan tugas penyelenggaraan

‘ pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
g. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi
yang harus dipahami oleh pegawai dalam melaksanakan
tugasnya,
h. Memberikan informasi dalam upaya peningkatan
kompetensi pegawai; dan

i.  Memberikan informasi mengenai jabaran tugas pada setiap

bagian.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 05 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
SALINAN Sesuai dengan Aslinya Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

EKADODY
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
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$
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Sekrstans Kabupaten/Kota
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SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Duma Riameinda Br Surbakti

Pit. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO

NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG MEKANISME PENGUSULAN SATYALENCANA KARYA
SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KASUBBAG STAF HUKUM KETERANGAN
KPU PROVINSI KABUPATEN Hm(:& DAN DAN SDM KELENGKAPAN | WAKTU OuUTPUT
IKPU Provinsi membuat surat pembentahuan . e
1. |Pengusulan Satyalancana Karya Satya yang - m’;ﬁmmm 1 Hari
[itujukan ke Sekretaris Kabupaten/Kota
) |
Kasubbag Hukum dan SDM melakukan EZ
verifikasi nama-nama PNS yang telah
2 imemenuhi syarat Pengusulan Satyalancana IMedia penyampaian + 2 Hari
* |Karya Satya di ingkungan KPU Kabupaten Karo softcopy
untuk diusulkan dan diproses sesuai dengan
ftingkatan tahun pemberian Satyalancana. |
IDiperiksa,
akukan penelitian dan verifikasi dokumen 1 IPeremajaan Data
ministrasi terhadap PNS yang telah . ; IPegawai & Proses
3 i syarat Pengusulan Satyalancana - g«:!dcn:p:;enyampalan 1 Hari Disposisi ISurat Usulan, surat
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retans Jenderal KPU berkas-berkas
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1. Lembar
Disposisi
uarkan draft Pengusulan Satyalancana > ; : .
= Satya untuk diusulkan ke KPU Provinsi - i || O e
1 softcopy
’ . Konsep sural
1. Lembar pengantar ke
5 ikan persetujuan usulan Satyalancana 2 D, lsml'a - 1ot B g’u Provinsi
i a Satya untuk diusulkan ke KPU Provinsi penyampaian : Pengusulan
softcopy Satyalancana
Karya Satya




IMedia penyampaian

h KPU Provinsi maka akan diusulkan ke
Isoftcopy

Sekretans Jenderal KPU

bila usulan dan berkas dinyatakan lengkap
6 e + 4 Han

Diterbitkannya Piagam Tanda Kehormatan
7. [Satyalancana Karya Satya dikinmkan melalui
IKPU Provinsi

IMedia penyampaian + 40 Hari
isoftcopy

.
:
L

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

SALINAN Sesuai dengan Aslinya EKADODY
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Duma¥ari Riameinda Br Surbakti




NO

KEGIATAN
PNS yang akan
meilaksanakan wajb
mengajukan permaohonan

secara tertuhs kepada
Sekretaris Kabupaten Karo
selaku pejabat yang
berwenang membenkan cut
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kepada Sekretaris KPU
Prowvins
sekretans gecexk da
nenelit pengajua
permolt 1 t apabila
disétug maka
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ditangguhkan maka Formulir
*

dikembalikan pada yang

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG MEKANISME PENGAJUAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
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dengan

memperhatikan
batas waktu
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PELAKSANA WTU BAKU KETERANGAN
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Staf Subbag Hukum dan
SDM mempersiapkan arsip
secara hard copy dan Digital
untuk diserahkan kepada

pemohon, mengajukan draft

b

Lembar Disposisi

kepada Kasubbag Hukum S
dan SDM dan diteruskan ke
KPU Provinsi  sebagai
tembusan atau
pembentahuan untuk Cuti
Besar dan Cuti di Luar
Tanggungan Negara

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

2 Media .K.: nsep
penyampaiar . an [BuUrat
soffc 0Py *;‘,Q:-': , per garita

3. Formulir " ke KPU
pengajuan Cuti iProvins

4 Rekap

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG MEKANISME PENAYANGAN KONTEN KE WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
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SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ri Riameinda Br Surbakti

Terima

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG MEKANISME PENAYANGAN KONTEN KE WEBSITE DAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO
NOMOR 5 TAHUN 2026

KABUPATEN KARO

MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pelaksana Mutu Baku
No | Kegiatan Ket
Pamohon Helpdesk Tim PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi PPID Penghubung
Pemohon mformas meskuan permohonan nformas melbia)
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:::nn dch::::ftth‘.Png- menawassan banisry _| R i it
1.Paing lambat 3 (bga) hai setddh pesmtaan
jnfrman Ptk drystaian lengup ddam  hal
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A,
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Menedama laporan Sm penghubung dan  menand Xangs
pepanpngan 7 fuyuh) hai  pemervhan nformasi.
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